& DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jin Cut Nyak Dhien No 14140 Telp/Fax ( 0656 ) 122124
E-mail. disndikbud .COm
TAPAKTUAN Kode Fos : 23711

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : B83.3/1 ior KB 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan dengan
ini membenkan I[zin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada
Nama Lembaga KB JASA MULYA
Kelurahan/ Gampong Alur Pinang
Kecamatan Samadua

Kabupaten Aceh Seluatan

Provinsi Aceh

Pimpinan Lembaga HAF RIDA

Terhitung Mula

Tanggal 20 April 2020 s.d 20 April 2022

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat

menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jerus Pendidikan

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 20 April 2020
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

M Cut Myak Ehden Mot/ Tda Telp/ Fax { 0686 ) 322104
Feomail : disadile bud aneltigmall com

I.ﬁFhK-I-UhN Bomde Pusa | 10T110

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ /= | KB /2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
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" KB JASA MULYA *
GAMPONG ALUR PINANG KECAMATAN SAMADUA

KEPALA DINAS PENDIDIMAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinl adalah usaha

untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman |, Takwa dan Akhlak mulia,
Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usla Dinl dan Pendidikan

Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesual dengan Peraturan Menterl
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tertang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usla Dinl ( PAUD ).Dinas Pendidikan dan Kebudaysan dapat

memberikan lzin Operasional sesual dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud
diatas.
Bahwa untuk memenuhl maksud tersebut perlu  ditetapkan dalam  suatu

keputusan;
Undang-Undang Darurat Nomor 7(drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistern Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Sefatan No.421.9/143/2018
tentang Pembentukan Penyelenggaraan KB JASA MULYA,







